SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 3? TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BITUBONDO,

Menimbang @ bahwa sebaga pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Veraturan
Daerah Kabupalten Situbondo Nomeor |2 Tahun 2014
tentang  Perubaban Anggaran Pendapatan den Belanja
Dacrah  Tahun  Aogparan 2014, perly menetaplkan
Peraturan Bupati Sizcbondo tentang Penjabarcan Perubahan
Anggaran Pendapaian dun Belanja Daerah Tahun Anggaran

20314,
hMengingat 1o Undang-Undang Nomor 12 Tahur 1985 lentang Pajak
Bumil dan  Bangunan {Lembaran Nepara Republik
Indonesia Takiin 935 Momor 68, Tumbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312
schagaimana telah dinbah  dengan Undanp-Undang
Momor 12 Tanun 1994 (Lembaran Megara Repuhlik
Indencsia  Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomaor 3564):

i

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun  199%  temtang
Penyvelenggaraan Nepard yvang Hersih dan Bebas dar
horupst, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Mepars
Republik Indonesla Tahuwey 1999 Nomor 73, Tambaban
Lemabaran Negora Republik Tondonesis Nomeor 3851):

d. Undang-Unding Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Wewanpgan  Megara [Lembaran Nepara Republik
lmdonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negora Hepublik Indonesia Nomoer 4286

lalan I'B. Budirman Momar 1, Situbondo, Poovinst Jawa Thme lgl u
Telepon (3338) 07116 Emal : mloidpemdasitubondo. po.id
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Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Mepara Republik Indenesia Normor 4355);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tontang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanpggung  Jawab
Keuangan  Negara  (Lembaran Negara  Republik
Tndonesia  Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang
Sisterrn Percncanaan Parmbangunan MNasinrial,
|Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomeor 44210

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negars  Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara lepublik Indonesia Nomor 4437)
schagalmana telah dinbabh beberapa kali terakhir,
dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008
tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang
MNomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang
Perimbangan Kewangan Antara Pemerintah Pusal dan
Pemerimahan  Daerah  (Lembaran  Megara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 438

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (lembaran Negara
Republile  Indonesia Tahun 2009 Nomeor 1230,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor a404% )

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PPerundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negars Republik
[ndonesia Nomaor 5239,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan MNama dan Poemindahan  Tempal
kedudukan Pemeriniah Docrah Kabupaten Panarukan
(Lembmran Negara Republik Indonesia Tahun 19572
Nomaor 38);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuanpan Kepala Dacrah dan Wakil
Kepala Dacrah |[Lembaran Negora Republik Trudonesiz
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor J028);

Peraluran Pemermtah Nomoer 24 Tahun 2004 1enlang
Kedudukan Protokeoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggata Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 20049 Nomaor 90,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) schagaimana telah beberapa kali divbah
terakhir dengan Peraturan Pemcrintah Nomar 21
Tahun 2007 lentang Perubahan Ketiga atas Peraluran
Pemennlah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang  Kedudulan  Protokeler dan  Keuangan
Pimpinan dan Angpola Dewan Perwakilan  Rakval
Dacran (Lembaran Nepara Republik Indonesis Tahun
2007  Nomor 47, 'Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712},

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolasnn Keuwangan  Badan  Tavanan  Umum
{Lembaran Nepara Hepublik Indonesia Tahun 2005
Momaor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhlik
Trcdonesia Nomor 1502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Permmbangan  |Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 4575)
Peraturan Perneriniah Nomoer 56 Tabun 2005 entang
Sistem Informasi Kenangan Daersh schagaimana telah
ditbah dengann Peraluran Pemerinitah Nomor 65
Tahun 2010 tenlang lPerubashan  stas  Peraturan
Pemerintab Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi  Keuangan Daerab.  {Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor |28,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesiz
Nomar 4576);

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 20035 tentang
Pengelolsan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 140,
Tambahan Lembaran MNegara Republik  Indoncsia
Momor £578)

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Penyusunan  dan  Penetapan  Standsar
Pelayanan  Minimal (Lembaran  Negara Republik
ndenesia  Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Pecdearrian Pembinaan dan Pengawasan
Penvelengpraradsan Pemerintah Draerah
(Lembaran Nepara Republik Tndonesia ‘lIshun 2005
Nomor 163, Tambahan Lemlbmran Negara Republik
Indonesia Nomor 45493);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelengparaan Pomerintahan  Daerah
kepada Pemeriniah, Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban Kepala Dacrah kepada DPRD
ddan Informast Laporan Penvelenpgaraan Pemerintahan
Dacrah kepada Masvarakat.,  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 19, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) &

Perdluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 temtang
Pernbsgian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pernerinlshan Daerah ropinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupalen/Kota [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 4737);

Tambahan

e

Peraturan Pemerntah Nomor 39 Tahuan 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Eepublik Indonesiz Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 1738);

Peraiuran Pemerintah Nomor @ Tahun 2008 tentang
Pedoman  BEvaluasi Penyvelenggaraan  Pernerintahan
Dacrah [Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun
4008  Nomor 19 ‘lambahan  Lembaran  Wegara
Republik Indonesia Nomor 4581 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidilean (Lembuaran MNepara Repuhlik
Indonesia Tahun 2008  Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Petaturan Pemerintah Nomor & Tahun 2009 tentang
Bantuan keuwangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tabun 2009 Nomor 18,
Tambahan  Lembaran  Negara  Repullik  Indonesia
Namuor 497723

Peraturan Memerintab Nomor 64 Tabun 2010 tentang
Tata Cara  Pemberlan dan  Pemanfaatan Insentif
Pemunguian Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan  Lembaran  MNepara  Republik  Tndonesia
Nomuor 5161};
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Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Blandarl Akuntansi Pemerinlah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahuan 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Momor 3163);

Peraturan Pemerinlah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjarman Dagrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Motmor 5273

Peraturan Pemennlah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara [ Dacrah;

Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Desa;

Peraturan Menter: Dalam Neperi Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keusangan Dacrah
sebagaimana  telab  diubab beberapa kali terakhir,
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Porubahan kecdua Atas Peraturan
Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasrah  (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peratoran Menteri Daiarm Neperi Nomor |7 Tahun
2007 tentang Pedoman  Teknizs Penpelolaan Barang
Mihlk Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 21 Taehun
20UT tentang Pengelompokan Kemampuan Keuanpan
Dacrah, Penganggaran dan  Pertanggungiawalun
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Koemunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Poeraturan Menton Dalam Neperi Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Lavanan Umum Dacrah;

Poraturan Menlerl Keuangan MNomor
B4/ PME.OY /2008 (entang  Pengpunaan Dana Bagl
Hasil Cukai Tembakau tlr manlos akas

Penvalahgunsan Alokast Dana Bagl Hasill Cukeas
Tembaka;

Peraturan Mentert Dalam Neperi Nomor 32 Tahun
2001 tentang Pemberan Hibah dan Bantuan Sosial
sehagaimang telah diubah dengan Peraturan Mentor
Dalam Negeri Nomor 3% Tahuan 20123,

=
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Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2013 tentang  Pedaoman  Penyvusunan  Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014;

Puratiuran Menterl houangan Normor
125/ PMK.UTY /2013 tentang Batas Maksimal Defisil
APBD dan Batas Maksimal Komulalll Pinjaman
Daecrah Tahun Anpggaran 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negert Komor 1 Tahune 2014
Lentang Pembentukan Produk Hokum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbonde Nomor 3
Tahun 2003 tenlang Pendirian Perseroan Terbatas [PT)
Bank Perkreditan Hakyat [(BPR] Syariah Situbonda
{Lembaran Daerah Kabupaten Situbonde Tahun 2003
MNomeor 5) sebagaimana elah dinbah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor S Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Situbondo domor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian
Perscroan Terbatas (Pl Bank Perkreditan Rakyvat
(BPE]  Byariah  Situbonde [Lembaran  Daersh
Kabupaten Situbondo Tahur 2007 Nomor 5):
Peraluran Daerab Kabupaten Situbondo Nomor ]
Tahun 2005 rentang Kedudukan Protokaoler  dan
heuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan
Bakyat  Dacrah  [DPRD]  Kabupalen  Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tabun 2005
Serl A Nomor D1} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah  Kabupaten Situbonde Nomor S
Tahun 2005 tentang Perubahan  atas  Peraluran
Daerah Nomor | Tahun 2005 wentang Kedudulkan
Protokeler dan Keuangan Pimpinan  dan Anggols
Dewan Perwakilan Rakyal Duaerah (DPRDY) Kabupaten
Situbondo (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Seri A
Mossior 3);

Peraluran Daerah Kabupaten Situbonds Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah  {Lembaran Daersh
Kabupalen Situbando, Seri E Nomaor 2);

Peraluran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2006 tentang Danluan Keuangan Kepada
Partai  Poliik  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
asitubonds, Senn E Nomor 03);

Peraturan Dmerah Kabuparen Situbondo WNomor 17
Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
{Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006
Nomor 17);
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Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2007 tentang Penctapan  Atas  Pendirian
Perscroan  Terbatas (') Radio Suara Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007
Momor 6]

Peraturan Daerah Kabupaten Situbonda Nomor 2
Tahun 2008 entang Urusan Pemennlah Kabupaten
Situbonde (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan  Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Polkok Pokolk Pengelolaan
Kevangan Daerah  [Lembaran Daerabh Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomaor [3);

P'eraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Eabupaten Situhondo Tahun 2011 Nomor 4);

Peraturan Daerabh Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2001 lentang Reslritagst Pelayanan
I*ersampahan/ hebersihan (Lembaran Dacrah

Rabupalen Sttubondo Tahun 20011 Nomor a;

Peraturan  Dacrah  Kabupdaten Situbondo Nomor 6
Tabun 2011 tentang  Heintbusit  ljin Mendinkan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tabuun 2011 Nomor 6);

Peraturan acrah Kabupaten Situbondo Nomor 7
Tabun 2017  tentang  Retribust ljin Gangguan
[Letnbaran Dacrah Kabupalen Situbondao Tahun 2011
Nornor 7);

Peraturan Dacrah Kasbupaten  Situbondoe  Nomor 8
Tahun 20311 tentang Retribust ljin Travelk [Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);

Feraturan [Dacrah Kabupaten Situbonde Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusl Pengujian Kendaraan
RBermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Momor 49);

Peraturan Dacrah Kabupaten Silubondo Nomor 10
Tahun 2011 tentang Hetribust Terminal (Lembaran
Daerah Kabupalen Situbondoe Tahun 2011 Nomaor 10];
Peraturan Dacrah BRabupaten Situbondo Nomeor 11
Tahun 2011 tentang Relribus Termpal Khusus Parkie
{Lembaran Daerah Kabupaten Situbonde Tahun 2011
Nomeor 11);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situborudo Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribust Parkir di Tept Jalan
Umum (Lembaran Dacrah  Kabupaten  Situbondo
Tahun 2011 Nomor 12);
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Peraturan Dacrah Kabupalen Situboendo Nomor 13
Tahun 2011 tentang Reirihusi Rumah Potong Hewan
[Lembaran Dacrsh Kabupaten Situbonde Tahun 2011
Momaor | 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14
Tahun 2071 tentang Retribust Tempat Pelelangan [kan
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor | 4];

Peraturan Dacrabh Kabupaten Situbondo Nomer 15
Tahun 2011 lentang Retribusi lzin Usaha Perikanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbonde Tahun 2011
Nomoer 13;

Peraluran Daerah Kabupaten Situbonde Nomor 18
Tahur 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Maerah Kabupaten  Bitubondo Nomor | Tahun 2010
tentang Tnvestasl Daerah kabupaten Situbondo Tahun
Angparan 2010 [Lembaran  Dacrah  Rabupalen
Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20
Tuhun 2011 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tansh
dan  Bangunan  [Lembaran Dacrah  Kabupalen
Situbondn Tehun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23
Tahun 2011 tentang Rebtribusi Pemakaan Kekavaan
Daerah  [(Lembaran Dacrah Kabupalen Situbondo
Tahun 2011 Momor 23);

Peraturan Raerah Kabupaten Situbondoe Nomor 24
Tahunn 2011 tentang Retnbusi Pelayanan  Pasar
[Lembaran Daerah Kabupalen Situbondoe Tahun 2011
Nomor 24;

Peraturary Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 20012 tentang Penvertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupalen Siubonde [Lembaran  Dacrah
Kabupaten Situbondo Tabuan 2012 Nomor 4);

Peraturan  Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah Kabupaten Situbondo  Tahun 2005 -
2025 [Lembaran Dacrah Kabupaten Situbonde Tahun
2012 Nomor &);

Peraturan Daerah  Kabupaten Situbonde Nomor 7
Tahun 2012 tentang embentukan Dana Cadangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tabun 2012
Nomuor 7);
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Peraturan [Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tabun 2014 entang Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah Kabupaten  Situbonde  Tahun
Angparan 2014 [Lembaran Daerah  Habupaten
Situbondo Tahun 2004 Nomor 2);

Peraturan Dacrah  Kabupsaten  Situbondo Nomor 3
Tahun 2014 tenlang Perubaban Alas Peralurean
Daecrah Kabupaten Silubondo Nomore 3 Tabun 2008
lentang Susunan Orgenisast dan Tata Kerja Dinas
Daerah  Kabupaten  Situbondo (Lembaran Dasarab
Eabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomaor L8}

Peraturan  Dmerah Kabupaien Sitabondo Nomor 11
Tahun 2014 lenlang Pertanggungawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 {Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12
Tahun 2014 tentang Perubahan Anpggaran Pendapatan
dan Belama Dacrah Rabupaten Stiubondo Tahun
Anpgaran 2014 [Lembaran  Daerah  Kabupaten
Situbondo Tabhun 2014 Nomor 21);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 83 Tahun 2010
tenitang  Renecana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah [RPJMDN Kabupaten Situbonde Tabun 2011
2015 [Berita Daerabh Kabupaten Situbonde Tahun
2010 Nomaor BS1;

Peraluran Bupat Situbonde Nomer 23 Tahun 2012
lentang  Rencana Kerja Peombangunan Dacrah
Kabupaten Sitabondo Tahun 2013 |Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomaor 23);
Peraturan Bupali Situbando Nomor 3 Tahun 2014
lentang Penjebmran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun  Angearan 2014 (Berita Dacrah
Kalnipaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 3);
Peraturar Bupaty Situbondo Nomor 22 Tahun 2014
Lentang Pertangpungajawaban Pelaksanaan
FPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2013 [(Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Taban 2019 Noror 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAT]I TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014



Pasal 1

Anggaran 'endapatan dan Belanjs Dacrah Tahun

setzlah perubahan schagan berkouat

1. Pendapalan
a. Scmula

b. Bertambah/ (berkurang) Rp.

Angoaran 2014

1.320. 53430606, 160,00
23.213.119.354.5¢

Jumlah Pendapatan setelah

Perubaban R

2. Belanja

a. Semula Ry
b. Bertambah /{berkurang) R

Jumlah Belanja setelah
Perubahan R
Surplus/ (Defisit) Setelab

Perubahan Ry

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1] SBemula Rp.
21 Boriambeah Aberkurang) Rp.
Jumlah Penerimaan sclelah
Perubahan R
b. Pengeluaran
1) Scmula R,
2] Bertambah/ (berkurang) Ep.
Jurmnlah Pengeluaran sctelah
Perubmbian Ry
Jumlah Pembiavaan ncto
sctelal Perubwahan R,
Sisa Lebib Pembiayaan Anpgaran

scbelah Perubahan Rp.

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubaban AFPBD

1.343.756.183.513,07

1.381:317-983.574,97F
40800 457.008,91

1.419.118.441 083 88

(75.362.255.568,81)

66, 841 625,624 812
15.921.168.144.50

RB2.7R2. 793,769, 32

f 066708 210,30
1.333.5829 900,16

7A00.538.200,51

75.362.255.568,81(-)

0,00

gehagaimana dimalsnd

dalarm Pasal 1 tercanturn dalam Lampiran | Peraturan Bupat inl.
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Pazal 3

Penjabaran” Perubahan APBD sebapgaimana dimaksud dalam
I'asal 1 dirbret lebih lanjut dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati
IT11.

Pagal 4

Lampiran scbagaimana terscbut dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan  baglan vang tidak terpisahlkan  dari Peraturan
Bupati.

Pazal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubshan APBD yvang  aitetapkan
dalam Peratoran Bupati dituanglkan lebib lanjur dalam dokumen
polaksanaan  peorubahan  anggoran  satuan  kerja  perangkart
dacrah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal &6
I'eraturan Bupat ini mulai berlaku pada langgal diondangkan,
Agar sctiap  ocrang  dapat  mengetahuinya,  memeriniabkan

pengundangan  Peraturan Bupat ind dengan  penempalannya
ala ~rita Dacraby K- atad B e,
dalam Berita Dacraby Kaluipaten Situl !

s N sesual dengan Aslinya,
f&iﬁ‘a'f ) AGIAN HUKUM Nilelapkan di Situbondo
.-:'E-"f P 'A"?-rl_ pada lanposl 2 i MG

BUPATI SITUBONDO,

—ANN/ _S.H..M.Si
§3 - Bembina (IV/a) ——
[Mundangkan di Situbondo
ada tangeal | | T 014
i B8 SN
SEEKRETARIE DAERAH s
£
EABUPATEN SITUBONDO, ﬂl
He. Dfpeap Q
SYAIFULLAH, (. fu

BEERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 37



